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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjelaskan tentang 

Analisis Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

Anggaran 2017-2019 dapat disimpulkan: 

1. Dengan melihat pada instrument-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, 

yaitu : target kinerja dan tolok ukur kinerja. Pemerintah Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja 

sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin 

dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan 

Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang 

berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis 

Kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum 

sepenuhnya menerapkan instrument-instrumen yang ada dalam Anggaran 

Berbasis Kinerja.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan anggaran 

berbasis kinerja yaitu:  

1) Sumber Daya Manusia 

2) Komitmen Organisasi 

3) Informasi 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelolah 

anggaran berbasis kinerja dengan instrument – intrumen yang telah 

diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan 

efektif dan efisien. Maka diharapkan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur agar dalam proses pengelolaan keuangan lebih 

meningkatkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 

b. Disarankan agar dalam proses pengelolaan keuangannya Pemerintah 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapakan Analisis Standar 

Belanja sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerahnya, agar dapat 

memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerahnya dapat terkontrol 

dengan baik. Dan dengan penerapan Analisis Standar belanja ini 

diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih ekonomis, efisien dan efektif.  
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